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ABSTRAK

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KItTENAGAKERJAAN ANTARA KARYAWAN DENGAN
PT. SUKSES ANUGRAH SEJAHTERA (SAS) MEDAN
OLEH
SUTARDI
NPM : 10 840 0160

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi adaiah penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun
2002 tentang Ketenagakerjaan antara karyawan dengan PT. Sukses Anugral
Sejahtera (SAS) Medan
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klasifikasi pekerjaan utama dan peker_]aan penunjang perusahaan yang merupakan
dasar pelaksanaan outsourcing di PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Med==
bagaimana hubuigan hukuin antaia Karyawan owisourcing dengan perusaiaai
pengguna jasa outsourcing di PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan dan
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aturan kerja pada perusahaan pemberi kerja di P'l. Sukses Anugrah Seja!
(SAS) Medan. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan peneli‘ Gt

secara Kepustakaan dan penelitian lapangan pada P1. Sukses Anugrah Sejahicra
(SAS) Medan

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan klasifikasi pekerjaan utama dan
pekerjaan penunjang perusahaan yang merupakan dasar pelaksanaan oufsourcisig
di PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan meliputi: Staff Administrasi,
Merchandiser, Helper, Fogging, Spraying, Carpet Vacuuming serta Secuii

Hubunoan hulam antara karvawan pufeourcing dencan nerncahaan nenoonna s
ngar aryawan ouiseurcing Gongan perusanaan pengguna j

outsourcing di PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan adalah hanya semata-
mata hubungan penempatan kerja, sedangkan hubungan kerja yang terjadi adaizk
aniara karyawan yang diikal dengan perjanjian kera secara ouisourcing dengan
PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan. Penyelesaian sengketa terhadap

karyawan oufsource yang melanggar aturan kerja pada perusahaan pembeni kerja

di PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan adalah dilakukan secara internal
antara karyawan dengan PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan. Kemudian
apabila jalan tersebut tidak mengakhiri perselisinan dilakukan mefaiul medi
apabila jalan tersebut juga tidak menyelesaikan sengketa maka diselesaikan i
Pengadilan Hubungan Industrial sebagai suatu bentuk perselisihan hak dan
perselisihan pemutusan hubungan kerja.

Penerapan hak-hak normatif pekerja yang dioutsourcing hendaknya
dilaksanakan dengan baik sehmgga karyawan merasakan terlindungi dalam
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hendaknya dapat menyelesaikan perselisihan kerja secara musyawarah dan
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Puii  syukur penuiis panjatkan kepada Allah SWT vyang teiah
mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga
akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh
penuiis.

Skripsi penulis ini berjudul “PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ANTARA KARYAWAN
AN PT. SUKSES ANUGRAH SEJAHTERA (SAS) MEDAN".
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai
gelar Sarjana Hukum di Fakuitas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum
Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan
bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penuiis
ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area.

- Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen
Pembimbing II.

- Bapak Suhatrizal, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing I.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum
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pember1 kerja tetapr dengan perusahaan penyalur tenaga kera. sebagaimana
dikemukakan Libertus Jehani:

Outsourcing adalah penyerahan pekeriaan tertentu suatu perusahaan
kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi risiko
dan mengurangi beban perusahaan tersebut. Penyerahan pekerjaan tersebut
dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama operasional antara perusahaan
pemberi kerja (principal) dengan perusahaan penerima pekerjaan
(perusahaan  owtsourcing). Dalam praktik, perusahaan principal
menelapkan  kualilikasi dan syarai-svaral kerja, dan aias dasar iiu
perusahaan outsourcing merekrut calon tenaga kerja. Hubungan hukum
pekerja bukan dengan perusahaasn principal tetapt dengen perusahaan
outsourcing. Dalam kaitannya dengan ini, ada tiga pithak dalam sistem
outsourcing yaitu: perusahaan principal (pember§ kerja), perusahaan jasa

,,,,, | AP

vuisourcing (penyedia tenaga Kerja), ienaga Keija.

Menggunakan jasa perusahaan outsourcing dilakukan oleh perusahaan
penyedia pekerjaan adaiah untuk efisiensi karena sumber daya perusahaan teiah
diarahkan pada pekerjaan akan memberikan keuntungan: Pertama, perusahaan
principal dapat membagi beban/risiko usaha. Kedua, tercapai efisiensi karena
segala sumber daya perusahaan tersebut diarahkan pada pekeriaan-pekerjaan yang
merupakan bisnis inti perusahaan. Jadi, penyerahan pekerjaan-pekerjaan tertentu

kepada pihak lain sesungguhnya tidak dilakukan dalam rangka menekan biaya

Memperkerjakan karyawan dalam ikatan kerja owfsourcing nampaknya
sedang menjadi trend atau model bagi pemilik, atau pemimpin perusahaan, baik
itu perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta. Banyak perusahaan
outsourcing yakni perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kerja

menawarkan ke perusahaan-perusahaan pemberi kerja, maka perusahaan yang

Y Libertus jehani, Hak-fiak Karyawan Kontrak, Forum Sdhabat, Jakarta, 2008, hal. 1.
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dipertegas lagi dalam berbagai pasal berikut ini:

a. Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksana penempatan kerja
{(PIPT) wayib memberikan  perlindungan  sejak  rekrutmen  sauipai
penempatan tenaga kerja.

b. Pasal 35 ayat (3) dari UU No.13 Tahun 2003 ini menyebutkan pemberi

kerja dalam  micimpcrkeijakan  tenaga Keija wajib  micimiberikarn

perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan
- : < Il

kesehatan, baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Formulasi kedua ayat ini memberikan pengertian iuas akan arti
perlindungan karena prinsip hukum adalah bahwa makin pendek suatu formulasi
hukum maka makin luas pula pengertian dan pelaksanaannya. Hal ini dipertegas
iagi dengan kata-kata mencakup kesejahteraan. keselamatan dan kesehatan. Kata
mencakup berarti meliputi akan tetapi tidak terbatas pada apa yang disebutkan
dalam kata meliputi tersebut, jadi masih ada hal yang di luarnya."”

Pengertian ini bilamana dihubungkan dengan pengertian non-diskriminasi
dengan pekerja tetap dalam Pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka
secara substantif tidak ada perbedaan antara pekerja tetap dengan pekerja untuk
waktu tertentu, tipe outsourcing termasuk daiam hak-hak normatif apabiia pekerja
diberhentikan dari kerja oleh pemberi kerja. Dari ketentuan Pasal 59 UU
Ketenagakerjaan, pekerja outsourcing termasuk di dalam katagori perjanjian kerja
waktu tertentu, maka para pekeria harus diberikan pekerjaan yang sesuai sifatnya
dengan apa yang disebut dalam ayat (1) dan (2) pasal. Jika tidak sesuai dengan
pekerja tetap maka demi hukum pekerja outsourcing harus diakui oleh pemberi
keria sebagai pekerja tetap dan tidak dapat didiskriminasi. Hal ini dipertegas

dalam Pasal 65 ayat (4) dan ayat (8) sehingga hak-haknya harus dipulihkan dan

"! Gunarto Suhardi, Op.Cit., hal. 16,
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disamakan dengan pekeria tetap termasuk dalam hal jangka waktu keria.

Penggunaan tenaga kerja outsourcing dalam kegiatan penunjang atau
kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi sebagaimana
disebutkan dalam penjelasan Pasal 66 UU Ketenagakeriaan bahwa yang dimaksud
dengan kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung
dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok
(core business) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara iain: usaha peiayanan
kebersthan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh
catering, usaha tenaga pengamanan (security/satuan pengamanan), usaha jasa
penunjang di pertambangan dan perminyakan. serta usaha penyediaan angkutan
pekerja/buruh.

Pada PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan bentuk-bentuk
outsourcing adalah dalam bentuk pekerjaan cleaning service (Pengelolaan
kebersihan), handling & Muanaging People (Jasa penyedia tenaga kerja), Pest
Control (Jasa pengendalian hama) serta Security Force (Jasa pengamanan).

Dari ketentuan tersebut, tampak bahwa pengaturan tentang syarat-syarat
memperkerjakan pekerja kontrak sangat dibatasi (limatitif). Pekerjaan yang
bersifat permanen sekalipun, juga menggunakan pekerja kontrak. Bentuk
penyiasatan yang dilakukan adalah dengan melibatkan perusahaan outsourcing
untuk memperkerjakan beberapa bagian pekerjaan perusahaa. “Berdasarkan
kerjasama operasional tersebut, perusahaan outsourcing merekrut pekerja-pekerja
kontrak. Di tengah terbatasnya kesempatan kerja. maka pekeria outsourcing ini
tidak punya banyak pilihan s‘élain menerima syarat-syarat kerja yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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penyimpangan dalam kontrak.
Penyimpangan yang sering terjadi antara lain:

Upah pekerja kontrak di bawah ketentuan UMR/UMP;

Pekerja kontrak tidak diikutsertakan dalam program Jamsostek:

¢. Para pekerja konirak dan perusahaan ouisourcing oekerja pada bidang-
bidang yang bersifat terus-menerus;

o B

d. Perusahazan gutsourcing nakal batk langsung maupun tidak memungut
uang dari calon pekerja;

e. Perusahaan outsourcing memotong upah para pekerjanya sendiri;

f. Para pekerja konirak tidak mendapat THR."®

Selain itu, dalam pelaksanaan outsourcing berbagai potensi perselisihan
dapat timbul, misalnya berupa pelanggaran-pelanggaran peraturan perusahaan
oieh karyvawan maupun adanya perselisihan antara karyawan outsource dengan
ka.ryawan lainnya, menurut “Pasal 66 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, penyelesaian
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa
pekerja. Jadi walaupun yang dilanggar oieh karyawan outsource adalah peraturan
perusahaan pemberi pekerjaan, yang berwenang menyelesaikan perselisihan
tersebut adalah perusahaan penyedia jasa pekerja.”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan
judul “Penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan Antara Karyawan Dengan

PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan”.

A. Pengertian dan Penegasan Judui
Skripsi yang diajukan dalam penelitian ini berjudul “Penerapan Undaii-

Undang Ketenagakerjaan Antara Karyawan Dengan PT. Sukses Anugraih

UNIVERSHRSSUsHEANGRIGA hat. 4.
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Seiahtera (SAS) Medan)”, agar tidak menimbulkan penafsiran vang berbeda atas
judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian dari judul yang

diajukan, yaitu:

- Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2{3

tentang ketenagakerjaan.

)
N
s:l..
N
o

- Antar
ar

4 xax

- Karyawan dapat digolongkan sebagai pekerja/buruh yaitu setiap orang yang

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 12

- PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan adalah perusahaan yang berdiri
pada pertengahan tahun 2009 berdomisili di Medan Sumatera Utara.
Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui pembahasan sknpm
ini adalah tentang diterapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2002 tentang
Ketenagakerjaan antara karyawan dengan PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS)

Medan.

B. Alasan Pemilihan judui

Ada beberapa point penting yang menjadi alasan pemilihan judul ¢

ini yaitu:

7 : - e ] vy . v e - o) > ¥ . —~ < e
! pepartemen renaldikan iNasional, Aamus pesar 5anasa thaonesia, Urameaia iustdei

Utama, Jakarta, 2008, hal. 1448.

'® Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hal. 74.
!9 pacal 1 hutir 3 Lindane-I1Indane No. 13 Tahun 2003 ten ng Ketenakerjaan

UNIVE%LE%MEBAMME&&SIOD&I Op.Cit., hal. 152.
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E

Klasifikasi pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang perusahaan vang
merupakan dasar pelaksanaan outsourcirg di PT. Sukses Anugrah Sejahtera
(SAS) Medan adalah dalam bentuk pekerjaan cleaning service (Pengelolaan
kebersihan), handiing & Managing People (Jasa penyedia tenaga keria), Pest
Control (Jasa pengendalian hama) serta Security Force (Jasa pengamanan).
Hubungan hukum antara karyawan outsourcing dengan perusahaan pengguna
1asa outsourcing di PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan adalah
hubungan rekanan kerja sementara tenaga kerja memiliki hubungan kerja
dengan PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan.

Penyelesaian sengketa terhadap karyawan oufsource yang melanggar aturan
kerja f)ada perusahaan pemberi kerja di PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS)
Medan maka kepada karyawan tersebut akan diberikan sanksi berupa

hukuman disipiin sampai kepada pemutusan hubungan kerja.

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan

adalah :

Sebagai suatu persyaratan untuk memperoieh gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program strata satu (S-1)

Bidang Hukum Keperdataan.

2. Penuiis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit pengetahuan kepada
almamater penulis terutama tentang hubungan kerja antara karyawan dengan
PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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T

Kepada masyarakat tuas penulis juga berharap agar tulisan ini dapat berguna
terutama agar masvarakat tahu manfaat perthal hubungan kerja secara

outsourcing.

Mietode Pengumpuian Data

Dalam penulisan karya ilmiah data merupakan dasar utama, karenanya

metode penelitian sangat diperiukan daiam penyusunan skripsi.

L.

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah :
Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Dalam penelitian kepustakaan ini penuiis lakukan dengan mempelajari buku-
buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan bahan-bahan yang
bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran
didalam pembuatan skripsi 1ni.
Penelitian Lapangan (Field Research)
Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk
memperoieh data dengan cara melakukan penelitian iangsung ke PT. Sukses
Anugrah Sejahtera Medan, dan dalam hal ini penulis akan membuat beberapa
pertanyaan-pertanyaan untuk dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan

skripsi ini serta penelitian dokumen seperti perjanjian kerja.

G. Sistematika Penuiisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai

berikut:
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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PENDAHULUAN
Pada Bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan
Penegasan Jjudul. Alasan Pemiiithan Judul. Permasaiahan. Hipotesa.

Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika

Penulisan.

Dalam Bab Kedua ini akan diuraikan tentang: Pengertian
Perjanjian, Pengertian Perjanjian Kerja Para Pihak Dalam
Perjanjian Kerja serta Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak.
TINJAUAN UMUM TENTANG OUTSOURCING

Daiam Bab Ketiga ini. akan diuraikan tentang : Defenisi
Qutsourcing, Sejarah Qutsourcing, Pengaturan Outsourcing Dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perjanjian dalam Qutsourcing.

ANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

PENERAPAN UND
ANTARA KARYAWAN DENGAN PT. SAS.

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang: Kiasifikasi
Pekerjaan Utama Dan Pekerjaan Penunjang Perusahaan Yang
Merupakan Dasar Pelaksanaan Outsourcing di PT. Sukses Anugrah
Sejahtera (SAS) Medan, Hubungan Hukum Antara Karyawan
Outsourcing Dengan Perusahaan Pengguna Jasa Qutsourcing dari
PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan serta Mekanisme
Penyelesaian Sengketa Terhadap Karyawan Outsource Yang

Melanggar Aturan Kerja Pada Perusahaan Pemberi Kerja di PT.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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hubungan vang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpat dalam harta
benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayvaan keluarga, dengan
sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya
seperti vang diatur dalam hukum warls. Lain hainya dalam perjaniian. Suatu
perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang
mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban,
maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat. Hubungan hukum adaiah
hubungan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu hak (right) dan kewajiban
(obligation). Hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian/kontrak adalah
~hubungan hukum vyang terjadi karena persetujuan atau kesepakatan para
pihaknya.” Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang
menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak dibe::
hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain
itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Berdasarkan hal tersebut maka satu pihak memperoleh hak/recht dan
pihak sebelah iagi memikul kewajiban/p/icht menyerahkan/menunaikan prestasi.
Prestasi ini adalah objek atau voorwerp dari verbintenis. Tanpa prestasi, hubungan
hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai
arti apa-apa bagi hukum perianjian. Pihak yang  berhak atas  prestoa
mempunyai kedudukan sebagai schuldeiser atau kreditur. Pihak yang waiil
menunaikan prestasi berkedudukan sebagai schuldenaar atau debitur.

Hukum kebendaan dikatakan bersifat tertutup, dan karenanya tidak boieh

UNIVERBEFEASHMIE BN WRENtract Drafting, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 7.
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ditambah, diubah, dikurangi atau dimoditikasi oleh orang perorangan atas
kehendak mereka sendiri, hukum kebendaan. seringkali juga disebut sebagai
hukum yang memaksa .*°

Akan tetapi seperti yang teiah pernah disinggung di atas. karakter hukum
kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-
mata karena ketentuan undang-undang. Vermogenrecht/hukum kekayaan yang
bersifat pribadi dalam penaniian/verbintenis baru bisa tercipta apabiia ada
tindakan hukum/rechthandeling.

Sekalipun yang menjadi objek atau vorwerp 1tu merupakan benda, namun
hukum perianjian hanya mengatur dan mempermasaiahkan hubungan
benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu (bepaalde
persoon).

Selanjutnya dapat diithat perbedaan antara hukum benda/zakenrecht
dengan hukum perjanjian.

a. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi
mempunyai droit de suite.

b. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati
hak seseorang atas benda tadi, in violable et sacre.

c. Si empunya hak atas benda. dapat meiakukan segaia tindakan sesukanya atz:

benda tersebut.?’

’® Kartini viuijadi dan Gunawan Widjaja, Kebendaan Pada Umumnya , Kencana, jakaria,
2003, hal. 21.
27 Universitas Sumatera  Utara, “Tinjauan Umum Tentang Kompensdsi”,

httn:/fvepository, usy ac.id/bitstream/123456789/25307/3/Chapter %2011 pdf. Diakses tanggal 17
MaNI¥HRSITAS MEDAN AREA
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a. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang
tertentu (bepaalde persoon), verbintenis bisa terjadi oleh suatu
keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan.

Atann alah barena aratn Lawatihon hulnm Adalam cifiiecs vano nyrata
AU UIvil AGI VUG SUate RV TTajarosd MUA LA WAt SILUAoL Jaaig G,

o

dapat dikonkritisasi sebagai verbintenis. Sekalipun sebelumnya tidak
ada hubungan hukum antara dua orang tertentu. seperti vang dapat
b B Gk | . 1 Yrv . 1 4 . YT TN TN T 1 AT AN 29

dilihai pada Waierkraan Arresi (H.K. 10 juni 1910).

perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak
mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. ini berarti
kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur menyelesaikan
pelaksanaan kewajiban/prestasi yang mereka perjanjikan. Apabila debitur enggan
secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan
untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa.
Akan tetapi tidak seluruhnya verbintenis mempunyai sifat yang dapat dipaksakat:.

Pengecualian terdapat misalnya pada natuurlijke verbintenis. Dalam hal ini
perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. Jadi natuurlijk verbintenis adalah
perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa. Dengan demikian, perjanjiain
dapat dibedakan antara:

a. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (zonder rechtwerking).

Parianiian tanna lkekuatan hulbbm ialah nerianiian vano diti dar
remaniian fannpa an pe vang dy daan

kekuatan hukum ialah perianiian tinjau

segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat.
Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

b. Peijanjian yang mempuiiyai kekuatain hukuin tak seimpuina sepeiii
natuurlijke verbintenis.
Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi
memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban
prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk
D e T T U L. 5 TR TS . (PRI | ST, (R, (e
imélaksanakain pemenuhan presiasi. jadi iidak dapat dipaksakarn.

UNIVER#EAS MEDAN AREA

D t A ted 26/8/24
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ocument Accepte /8/

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp%'%i&ym% st}%%%?%@ﬁmg ac id]26/8/22 i



Sutardi - Penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang K etenagakerjaan....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp%'%i&ym% st}%%g@?%ﬁmg acid)26/8/24



Sutardi - Penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang K etenagakerjaan....

c. Verbintenis yang sempurna daya kekuatan hukumnya. Disini
pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar sccara
sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi

haol- Alah  hulaim maniatithlan  canlai maoelaliv tinfirtan
PR LTSRN NS Aswad AACAANLALL A lL\/LLJ (S RSAN DY IV SELNS Y ALAN/RLAL AL LAsLALV ALl L

ol cal-1ior
WINOT N DL

pelaksanaan dan eksekusi riel, ganti rugi serta uang paksa.*’

Hukum adalah rangkaian peraturén-peraruran mengenai tingkah laku
orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata
tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu. Ini berarti bahwa unsur hukum
baru dapat dianggap ada, apabiia suatu tingkah laku seseorang sedikit banyak
menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dengan kepentingan orang lain.

Wirjono Prodjodikoro. berpendapat: “Bahwa dalam hal gangguan oleh
pihak ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun
juga, adalah sifat lain dari hak benda yaitu sifat absolut. Sedangkan dalam hukum
perjanjian seseorang yang berhak, dapat dibilang mempunyai hak tak mutlak yaitu
hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yvakni orang pihak
lain yang turut membikin perjanjian itu i 3

Suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, hukum perdata
membedakan hak terhadap benda dan hak terhadap orang. Meskipun suatu
perjanjian adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan
perhubungan hukum antara orang dengan orang, lebih tegasnya antara orang
tertentu dengan orang lain tertentu. Artinya, hukum perdata tetap memandang
suatu perjanjian sebagai hubungan hukum, di mana seorang tertentu, berdasarkan

atas suatu janji berkewajiban untuk melakukan suatu hal, dan orang lain tertentu

30 »r . ¥
10i4a.
3! Wirjono Prodjodikoro. Azas-Azas Hukum Perjanjian. Mandar Maju, Bandung, 2011.
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c. Verbintenis yang sempurna daya kekuatan hukumnya. Disini
pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar sccara
sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi

haly Alah  hulam  moeaniatithban  canbeoi malaliv timbidan ol oalacd
Aavaan \JAawaa ALvaaw gLl AlAVlU (BT PVINEA Y [SIESSPLNG Y A8/ LA Lutiatiaiaans AwARN O IIN LA L

pelaksanaan dan eksekusi riel, ganti rugi serta uang paksa.*®

Hukum adaiah rangkaian peramrém—perawran mengenai tingkah iaku
orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata
tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu. Ini berarti bahwa unsur hukum
baru dapat dianggap ada. apabiia suatu tingkah laku seseorang sedikit banyak
menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dengan kepentingan orang lain.

Wirjono Prodjodikoro. berpendapat: “Bahwa dalam hal gangguan oleh
pihak ketiga, pemiiik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun
juga, adalah sifat lain dari hak benda yaitu sifat absolut. Sedangkan dalam hukum
perjanjian seseorang yang berhak, dapat dibilang mempunyai hak tak mutlak yaitu
hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yakni orang pihak
lain yang turut membikin perjanjian itu ot

Suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, hukum perdata
membedakan hak terhadap benda dan hak terhadap orang. Meskipun suatu
perjanjian adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan
perhubungan hukum antara orang dengan orang, lebih tegasnya antara orang
tertentu dengan orang lain tertentu. Artinya, hukum perdata tetap memandang
suatu perjanjian sebagai hubungan hukum, di mana seorang tertentu, berdasarkan

atas suatu janji berkewajiban untuk melakukan suatu hal, dan orang lain tertentu

RIS 2
ibid.

3! Wirjono Prodjodikoro. Azas-Azas Hukum Perjanjian. Mandar Maju, Bandung, 2011.
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berhak menuntut pelaksanaan kewajiban 1tu. Misainva, A dan B membuat
perjanjian jual beli, yaitu A adalah penjual dan B adalah pembeli, dan barang vang
dibeli adalah sebuah lemar tertentu yang berada di dalam rumah A. Harga
pembeiian sudah dibayar, tetapi sebelum lemari diserahkan kepada B. ada pencuri
yang mengambil lemari tersebut, sehingga lemari tersebut jatuh ke tangan seorang
ketiga (C). Dalam hal ini B hanya berhak menegur A supaya lemari diserahkan
kepadanya, dan B tidak dapat langsung menegur C supaya lemari tersebut
diserahkan kepadanya.

Sifat hukum perjanjian ini berbeda dengan sifat hukum kebendaan. Pada
hukum benda, hubungan hukum itu terjadi antara orang dengan benda. Sedangkan
pada hukum perjanjian, hubungan hukum itu terjadi antara orang dengan orang
berdasarkan perjanjian yang dibuat orang-orang tersebut.

Dengan sifat hukum perjanjian, yakni sifat perorangan. maka para pihak
dapat dengan bebas menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat, asal saja
tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, yang artinya hukum perianjias
itu menganut sistem terbuka.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian ini merupakan hukum peiengkap. yaitu
pasal-pasal itu dapat dikesampingkan apabila dikehendaki, oleh para pihak yang
membuat perjanjian, mereka diperbolehkan mengatur sendiri sesuatu soal. namun
tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yaug
mengatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya™.
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Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang
bebas mengadakan perjanjian apa saja, baitk yang sudah diatur atau belum diatur
dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak

dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum
yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, schingga apabila ditinjau dart
segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyal perbedaan satu
sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang beriaku dalam masyarakat itu
mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk

perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

B. Pengertian Perjanjian Kerja

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerja-an menjelaskan bahwa “Perjanjian kerja adalah  perjanjian
antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.

Wiwoho Soedjono menyebutkan bahwa “perianjian kerja adaiah suatu
perjanjian antara orang perorang pada satu pihak dengan pihak lain sebagai
pengusaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah”.*
Sedangkan Laiu Husni menjeiaskan bahwa perjaniian kerja adalah “‘suatu

perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si

UNIVERSKPASKMEDANHRER Op. Cit, hal. 225.
---------------- -Wiwoho-Seedjono; Hukum Perjanjian Kerja, Bina Aksara, Jakasta, 1983..baba%6/5/24
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majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah. dan majikan menyatakan
kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah™.**
Apabila ditelaah pengertian perjanjian kerja sebagaimana dimuat dalam
Pasali 1 angka i4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeriaan
maka Iman Soepomo sebagaimana dikutip Saiful Anwar terlihat bahwa ketentuan
tersebut menunjukkan bahwa suatu perjanjian kerja tidak dimintakan bentuk yang
tertentu, sehingga dapat dilakukan secara lisan, dengan surat pengangkatan oleh
pihak majikan atau secara tertulis, yaitu surat perjanjian yang ditandatangan olek:

kedua belah pihak.” Menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang

Ketenakerjaan, pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertuiis, namun

dijelaskan pula oleh Saiful Anwar “melihat kondisi masyarakat yang beragam

dalam hubungan
lar bungan

Pengertian perjanjian kerja di atas melahirkan ciri-ciri perjanjian keija

sebagai berikut:

p—t
.

Adanya perjanjian antara pekerja dengan pengusaha.
2. Perjanjian dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan).

3. Perjanjian dilakukan untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu.

Hukum Perburuhan di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengai

** Lalu Husni, Hubungan Keria. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2002, hal. 51.
% Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hubungan Pekerja Dengan Pengusaha, Kelompok &7l

el nayraw e ] TICIT AA~AAN PNAT hal AL
Hukum dan ruabjaj'&{\ut Fak. Hukum vUou, vilaai, v/, nai. 4.
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perjanjian kerja antara lain dikemukakan seperti di bawah ini:

a. Pasal 1601 a dan Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh
mengikatkan dir1 untuk bekerja pada pihak vang lain majikan seiama suatu
waktu tertentu dengan menerima upah (Pasal 1601 a KUH Perdata).

b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini adaiah undang-undang baru di bidang
ketenagakerjaan yang mencabut semua peraturan tentang ketenagakerjaan.
Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2003 dan

Undang-undang hanya menetapkan jika ada biaya surat dan biaya tambahan
lainnya di dalam perjanjian kerja maka harus dipikul oleh majikan. Perjanjian
kerja adalah penting dibuat secara tertulis, agar masing-masing pihak tahu
tentang apa-apa yang menjadi kewajiban maupun haknya. Di dalam prakteknya
banyak kenyataan bahwa perjanjian kerja itu terkadang dibuat secara sepihak
oieh majikan, sehingga isinya menguntungkan pihak-pihak majikan. dan buruh
karena hanya berkeinginan bekerja maka perjanjian yang sedemikian itu
biasanya disetujui. Jika timbul perselisihan antara dua pihak, maka majikan dapat
berada di atas angin, sementara buruh karena kekurang hati-hatiannya maka akan
tetap pada pihak yang kalah.

Oleh karenanya maka peraturan pemerintah di dalam membuat kebijakan
dasar tentang pembuatan perjanjian kerja ini adalah sangat diperiukan. Untuk
menentukan serta membuat kepastian hukum di dalam masalah perburuhan ini.
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Selain memuat pengertian perjanjian Kerja sebagaimana dimuat dalam Pasal

I angka 14, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga
ada mengatur tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak
tertentu, yang merupakan dasar hukum perianjian keria secara outsourcing. Hal
ini ditemukan dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi:
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak

tertentu.
(2) Perjanjiain Keija untuk wakiu terteniu

(1) didasarkan atas:

a2 Tﬂﬂﬂl’ﬂ \X?Ql'h]' aran
[ vOLERG WWANIL, GlGs

b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu,

74l
a
cr
oo
ao
feN]
_
=
;I
)
E
o
o
=
=
=
o]
7~
/4]
c
Cia
e
&
Cu
jo¥]
oy
l_<
o
=+

Y e . B 5 RN

Menuiut isi

asal 50 di atas dapat dimengeiti bahwa peijainjian Keija uniuk
waktu tertentu dikenal dalam prakteknya antara lain dilakukan secara outsourcing,
dimana dalam isi perjanjian tersebut pekerjaan vang diperjaniikan kepada tenaga
kerja waktunya terbatas sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Outsourcing adalah sumberdaya atau tenaga kerja yang disediakan oleh
perusahaan jasa ketenagakerjaan untuk keperluan perusahaan pengguna
ienaga kerga. Keglaian owisourcing dilakukan melalul  pemborongan
pekefjaan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak

hoarbuhunoan lanocmos denocan nroces rrodnbel atan 43 lhar Leoiatan ncaha
UVLHMU UL G LGS0 UWILE UULIARGIL PIUSLO PIUUWUASL didu Ul 1Ud RVEIRIGIL UoGuUG

pokok suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain usaha pelayanan
kebersihan, usaha penyediaan makanan bagi pekerja, usaha tenaga
pengamanan, usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan seria
usaha penyediaan angkutan pekerja.*®

S P

Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) hanya diboiehkan untuk
pekerjaan tertentu menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai

dalam waktu tertentu, yaitu:

i. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.
Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak

terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun.

UNIVERSS®AS MEBRARY QR$0Arcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No. 13
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3. Pekerjaan vang bersitat musiman. atau

4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan balu atau
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajahan’’
Selanjutnya dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang

berbunyi:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus

mpnggnnnlfan bhahasa Indonesia dan huruf latin,

Aiawaa

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bl e

Uulyde.Kd.ll bUUdgdl pCle.llJldll KCle UU.LLLK waKiu LIUd.l& ieiteiitu.

(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa

acing ana}w]a kemudian harr]anﬁt nprhp(’nan nenafciran antara lfpﬁnnnvq

SOiiin, A aaas P~ W LG &

maka yang berlaku perjanjian kelja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Seb aga aimana my 1ya chchmu ncua uiaka pCle.IlJld.u l\ClJ cCaia
outsourcing juga dimuat secara tertulis dengan tulisan dan isi tulisan yang dapat
dimengertian oleh pekerja dan pengusaha yaitu dalam Bahasa Indonesia.
Sedangkan apabila perjanjian tersebut dibuat tidak berdasarkan bahasa Indonesia
maka dikhawatirkan adanya kesalahan dalam pemahaman isi perjanjian kerja
secara outsourcing tersebut.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, namun dalam hal tertentu dapat dilakukan
pembaharuan  perjanjian keria dengan ketentuan i  (satu) kali pembaharuan
dan Paling lama 2 (dua) tahun. Jika syarat materiil sebagaimana tercantum pada
Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak terpenulii,
maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Wakti

Tidak Tertentu (PKWTT). Masa kerja dalam PKWTT dihitung mulai sejak

39 Saiful Anwar, Op.Cit., hal. 48.
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hubungan kerja PKW I. Dalam hal syarat tormal (Pasal 59 ayat (4) dan ayat (3)
Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak terpenuhi sehingga beruoah menjadi
PKWTT maka PKWTT tersebut dihitung sejak tidak terpenuhinya syarat
dimaksud. Dalam PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan
tersebut batal demi hukum (Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Ketenagakerjaan). Sedangkan di dalam PKWTT dapat mensyaratkan masa
percobaan keria paling lama 3 (tiga) buian, dengan ketentuan pengusaha dilarang
membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku (Pasal 60 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berikut dalam penjelasan Pasal 60 ayat (1)
Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan “Syarat percobaan kerja harus
dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara
lisan, maka syarat percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang
bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak
dicantumkan dalam perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka
ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada”.

Apabiia di dalam suatu perusahaan atau jenis usaha tertentu terdapat
pekerjaan yang berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaan, serta upah
didasarkan pada kehadiran pekerja, dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja
Harian Lepas (PKHL). Pelaksanaan PKHL dilakukan dengan dengan ketentuan.
hari kerja kurang dari 21 hari dalam satu bulan. Akan tetapi jika pekerja telah
bekerja 21 hari atau lebih selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, PKHL dapat
berubah menjadi PK WTT. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja harian lepas.

wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis. Bentuk dapat berupa daftar pekerja
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vang melakukan pekerjaan. antara lain berisi:

a. Nama dan alamat perusahaan pemberi kerja.
b. Nama dan alamat pekerja.

c. Jenis pekerjaan yang diiakukan.

d. Besarnya upah dan atau imbalan lainnya.

Daftar pekerja tersebut disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat
seiambat-iambatnya tujuh hari kerja sejak mempekerjakan pekerjia. PKHL wajil:
didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/kota sctempat selamibei-
lambatnya tujuh hari kerja sejak penandatangan.

Pengaturan PKWT terdapat pada Keputusan Menter1 Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI No. Kep. 100/Men/VI1/2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Berdasarkan Pasal 12
Kep. Menakertrans tersebut ditegaskan: “PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha
kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaar
kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tuyjuh) hari kerja scjak
penandatangan. Namun dalam kenyataannya pengusaha belum sepenuhnya
melaksanakan ketentuan tersebut, dan pengawasan dari instansi bidang
ketenagakerjaan juga masih kurang.

PKWTT juga dibuat secara tertuiis, apabila dibuat secara lisasn izl

pengusaha wajib membuat surat pengangkatan pekerja sekurang-kurangiye
memuat keterangan, nama dan alamat pekerja, tanggal mulai bekerja, jenic
pekeriaan dan besarnya upah.
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dalam Undang-undang Dasar 1945 yang pada penielasan Pasal 2 disebutkan
bahwa “yang disebut golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi.
serikat pekerja dan lain-lain badan kolektit”. Jelas disini UUD 1945 menggunakan
istilah pekerja untuk pengertian buruh. Oleh karena itu disepakati penggunaan
kata pekerja sebagai pengganti kata buruh karena mempunyai dasar hukum yang
kuat.
Namun kemudian. dengan diundangkannya Undang-undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan istilah pekerja digandengkan dengan istilah buruh
sehingga menjadi istilah pekerja/buruh.
Sedangkan Halili Toha dan Hari Pramono menjelaskan terdapat pengertian
yang berbeda antara pekerja dengan buruh.
Pekerja adalah tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubunga:
ke}'jzi‘ mauplim‘ fli luar hubung?nlketja §‘/e‘m1g bias‘zinyfx disebut “buru/h ‘bel?as’\’_,
misainya: dokier yang memoukd prdkiek pdrilkeilr, pengacara (advokai),
penjual kopi di pinggir jalan, petani yang menggarap sawahnya sendiri.
Buruh bebas ini dapat dinamakan swapekerja. N
Buruh ialah barangsiapa bekerja pada majikan dengan menerima upah.™
Dalam hal-hal terteniu yang iercakup dalam pengeriian pekerja/ourun
diperluas. Misalnya dalam hal kecelakaan kerja, Undang-undang No. 3 Tahun
1992 tentang Jaminan Sosiai Tenaga Kerja Pasai 8 ayat (2) ditentukan bahwa:
Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja ialah:

1. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan, baik yang menerima upah

maupun tidak.

AT R T oy P e =g R W B B
Haill 1oga gan Harl rramono, Huoungan nerja Antara Ma]’Kan dan burun, pina
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2. Mereka yang memborong pekeriaan, kecuali yang memborong adalah
perusahaan.

3. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

2. Pemberi Kerja/Pengusaha

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau
badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerjia dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan).

Adanya istilah perseorangan dalam pengertian pemberi kerja oieh Undang-
undang No. 13 “Tahun 2003 ini tampaknya memberikan nuansa baru dalam
ketenagakerjaan. Nuansa baru tersebut akan mencakup ibu rumah tangga dalam
istilah pemberi kerja. sehingga pembantu rumah tangga (PRT) vyang

Y

dipekerjakannya haruslah mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan undnag-
undang ketenagakerjaan.*?

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenakerjaan khususnya pada angka 5 terlihat bahwa pengusaha adalah:
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu

perusahaan milik sendiri.
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia

# Zaeni Asyhadie, Op.Cit., hal. 29.
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mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam hurut a dan b vyang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Lalu Husni memberikan definisi pengusaha menunjuk pada orangnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa majikan ialah
pengusaha sesuatu perusahaan atau orang yang memberi pekerjaan.®’

Dalam pengertian pengusaha ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengurus
perusahaan (orang yang menjalankan perusahaan bukan miliknya) termasuk
dalam pengertian pengusaha, artinya pengurus perusahaan disamakan dengan
pengusaha (orang/pemilik perusahaan). Lalu bagaimana hubungan hukum antara
pengurus perusahaan dengan pemilik perusahaan tersebut.

Menjawab pertanyaan tersebut, perlu sedikit dilihat teori-teori yeng
terdapat dalam Hukum Dagang. Di dalam bukunya HMN Purwosutiipto
disebutkan “adanya pembantu-pembantu dalam perusahaan. Di antara pembaiiii-
pembantu dalam perusahaan ini ada yang disebut pimpinan perusahaan (manajerj,

ertama dari pengusaha perusahaan” *¢

N e

=
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Menurut Zaeni Asyhadie, orang yang menjalankan sendiri perusahaan

yang bukan miliknya menurut Pasal ! angka 5 Undang-undang-Undang No. 13

Tahun 2003 di atas adalah sama dengan pimpinan perusahaan yang dimaks::
oleh HMN Purwosutjipto. Menurut beliau sifat hubungan hukum yang teijadi

antara pemilik perusahaan dengan pengurus (pimpinan perusahaan) adalah

* Lalu Husni, Penganiar Hukum Ketenagakerjaar- indonesia, Rajagrafindo P
Jakarta, 2000, hal. 24. )
UNIVEgQ%eMWAW'&QWaSiOHaL Op.Cit., hal. 191.
................... Zaeni-Asvhadie;: O Cir,, hal. 30
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1. Hubungan perburuhan, yaitu hubungan yang bersifat subordinasi antara
pengusaha dengan pekerja/buruh. Yang memerintah dan yang diperintah.
Pengurus perusahaan (pimpinan perusahaan dengan sebaik-baiknya),
sedangkan pengusaha mengikatkan dirinya untuk membayar upahnya.

2. Hubungan pemberian kuasa, yaitu hubungan hukum yang diatur dalam Pasal
1792 KUH Perdata. Pengusaha (pemilik perusahaan) merupakan pemberi
kuasa, sedangkan si pimpinan perusahaan merupakan pemegang kuasa.
Pemegang kuasa mengikatkan diri untuk menjalankan perintah pemberi kuasa.
Sedangkan pemberi kuasa mengikatkan diri untuk memberi upah sesuai
dengan perjanjian yang bersangkutan.

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan perusahaan menurut Pasal 1 angka

6 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 adalah:

[. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta
maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk

lain.

UNIVERSHAS MEDAN-AREA
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D. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Para pihak dalam perjénjian kerja terdiri dari 2 yaitu majikan dan buruh
(pekeria). Kedua belah pihak inilah yang berhubungan dalam hubungan kerja
yang melahirkan hak dan kewajiban secara bertimbal balik. Dengan demikian
maka dapat dijelaskan kewajiban buruh menjadi hak pengusaha dan kewajiban
pengusaha menjadi hak buruh.

Menurut Halili Toha dan Hari Pramono “kewajiban pekerja adalah
melakukan pekerjaan menurut petunjuk  majikan/pengusaha”.®® Hal ini
menjelaskan bahwa pekerja memiliki kewajiban dalam penyelesaian pekeriaan
yang dibebankan kepadanya oleh majikan. Selain kewajiban tersebut maka tenaga
kerja juga berhak untuk:

1. Mendapatkan upah dan gaji sesuai yang diperjanjikan, dan yang
ditetapkan dalam perundang-undangan.

2. Mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan kerja.

3. Rﬁpnr}ar\aﬂ(nn keselamatan dan kecehatan k l'pna

4. Memperoleh waktu istirahat, cuti dan lain sebagamya

5. Mempero]eh atan meningkatkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat,
iminat daii nclhcuupuaimyd melalui pelatiban kerja.

6. Dan lain sebagainya. .

Sedangkan pengusaha yang menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa dalam arti kata majikan adalah :

a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan
suatu perusahaan milik sendiri,
. b) Orang perseorangan, persckuiuan, diau badan hukwm yang secara berdirl
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya,
¢) Orang perseorangan, persckutuan atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam hurut a dan
b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

i Tona dan Hari rramono Up L,Il’, hai. 51.
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produk/iasa tertentu untuk kepentingan perusahaan lainnya. Dengan demikian,
perusahaan yang kedua tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan tenaga
kerja yang bekerja padanya, hubungan hanya melalui perusahaan penyedia tenaga
keria.

Outsourcing adalah pendelegasian operasi dan mapajemen harian dari
suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa outsourcing).
Melalui pendelegasian. maka pengelolaan tak lagi dilakukan oleh perusahaan,
melainkan dilimpahkan kepada perusahaan jasa outsourcing.5 !

Istilah outsourcing tidak ditemukan secara langsung dalam Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 65 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 hanya dikatakan “Perusahaan dapat menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjaniian
pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara
tertulis”.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka outsourcing atau yang disebut
dengan perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dikategorikan dalam dua
kelompok, yaitu: penyerahan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan kepada
perusahaan lain untuk dikerjakan di tempat di perusahaan lain tersebut, atau
penyediaan jasa pekerja oleh perusahaan penyedia jasa pekerja, yang dipekerjakan
pada perusahaan lain yang membutuhkan. Yang pertama titik beratnya terictal
pada produk kebendaan, sedangkan yang kedua lebih pada orang-perorangan yaiig

jasanya dibutuhkan.

4 é &hat i;amamzi (gpi,zt; al. 3
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Penempatan tenaga kerja secara outsourcing disebabkan kebutuhan akan
lapangan pekerjaan yang sedemikian tinggi, yang tidak diikuti oleh tingkat
penyediaan lapangan kerja baru. Sementara di sisi yang lain pertumbuhan
penduduk vang sedemikian besar memberikan akibat semakin sempitnya
kompetisi memasuki lapangan kerja dan murahnya ongkos dari tenaga kerja
tersebut.

Efektivitas tersebut kian terasa disebabkan kebutuhan perusahaan juga
melibatkan dirinya dalam bentuk outsourcing. Perusahaan secara umum ingin
efektivitas produktivitas tenaga kerjanya dapat berjalan dengan baik tanpa harus
bersusah-susah melakukan seleksi atas tenaga kerjanya. Keadaan tersebut
memberikan akibat perusahaan harus melakukan sistem owfsourcing terhadap
pegawainya, karena dengan sistem tersebut perusahaan menghindari dirinya dari
kewajiban-kewaijiban terhadap tenaga kerja, seperti jaminan kecelakaan keria,
jaminan kesehatan kerja dan lain sebagainya.

Pelaksanaan penempatan tenaga kerja secara outsourcing memberikan
tanggungjawab terhadap hak-hak pekerja oleh perusahaan yang melakukan
penempatan tenaga kerja tersebut sementara perusahaan dimana tenaga kerja
ditempatkan hanya memiliki hubungan kerja dengan perusahaan outsourcing
semata. Jadi dalam hal ini ada pengalihan risiko antara perusahaan dimana tenaga
kerja bekerja dengan perusahaan dimana si tenaga kerja memiliki keterikatan

dalam bidang ketenagakerjaan.
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B. Sejarah Outsourcing

Pacdu dasarnya praktek dari prinsip-prinsip outsourcing telah diterapkan
sejak jaman Yunani dan Romawi. Pada zaman tersebut. akibat kekurangan
kemampuan pasukan dan tidak tersedianya ahli-ahli bangunan, bangsa Yunani dan

Romawi menyewa prajurit asing untuk berperang dan para ahli-ahli bangunan

Sejalan dengan terjadinya revolusi industri. maka perusahaan-perusahaan
berusaha untuk menemukan terobosan-terobosan baru dalam memenangkais
persaingan. Pada tahap ini. kemampuan untuk mengerjakan sesuatu saja tidak
cukup untuk menang secara kompetitif, melainkan harus disertai dengan
kesanggupan untuk menciptakan produk paling bermutu dengan biaya terendah.

Sekitar tahun 1950-an sampai dengan 1960-an berbagai pertemuan
ekonomi telah mendorong ke arah diversifikasi usaha, dengan tujuan
mendapatkan keuntungan dari perkembangan ekonomi dunia. Melalui
diversifikasi diharapkan terjadi efisiensi untuk menciptakan keuntungan bagi
dunia usaha.

Selanjutnya pada tahun 1970 dan 1980, perusahaan menghadapi
persaingan global, dan mengalami kesulitan karena kurangnya persiapan akibat
struktur manajemen yang bengkak. Akibatnya, risiko usaha dalam segala hal,
termasuk risiko ketenagakerjaan pun meningkat. Tahap ini merupakan awa!
timbulnya pemikiran outsourcing di dunia usaha. Untuk meningkatkan keluwesai

dan kreativitas banyak perusahaan bes ;9 membuat strategi baru dengan

___________________ Senat Damanik, Op. Cir., nal. 6.
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konsentrasi pada bisnis inti. mengtdentifikasikan proses vang kritikal, dan
memutuskan hal-hal yang harus di-outsource.

Gagasan awal berkembangnya outsourcing adalah untuk membagi risiko
usaha dalam berbagai masalah, termasuk ketenagakerjaan. Pada tahap awal
outsourcing belum diidentifikasikan. Secara formal sebagai strategi bisnis. Hal ini
terjadi karena banyak perusahaan yang semata-mata mempersiapkan diri pada
bagian-bagian tertentu yang bisa mereka kerjakan, sedangkan untuk bagian-bagian
yang tidak bisa dikerjakan secara internal dikerjakan melalui outsource.

Sekitar tahun 1990, outsourcing telah mulai berperan sebagai jasa
pendukung. Tingginya persaingan telah menuntut manajemen perusahaarn
melakukan perhitungan pengurangan biaya. Perusahaan mulai melakukan
outsource fungsi-fungsi yang penting bagi perusahaan, akan tetapi tidai
53

Dalam perkembangan selanjutnya, outsourcing tidak lagi sekcio
membagi risiko, melainkan berkembang lebih kompleks. Michael F. Corbeii,
pendiri The Qutsourcing Institute dan Presiden Direktur dari Michael F. Corbert
& Associates Consulting Firm, mengemukakan outsourcing telah menjadi alat

manajemen. Qutsourcing bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga

Di Indonesia praktek owtsourcing telah dikenal sejak Zaman Koloni:!
Belanda. Praktik ini dapat dilihat dari adanya pengaturan mengenai pemboroigai:

pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 b KUH Perdata. Dalam pasal
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itu disebutkan bahwa pemborongan pekeriaan adalah suatu kesepakatan dua belah
pihak yang saling mengikatkan diri, untuk menyerahkan suatu pekerjaan kepada
pihak lain dan pihak lainnya membayarkan sejumlah harga.

Namun dalam perkembangannya. ternyata outsourcing berjalan sangat
lambat. Bahkan sampai saat ini sebagian besar perusahaan yang ada di Indonesia
masih mengelola semua kegiatan bisnis perusahaan secara internal, baik bisnis
utama maupun tidak.

Salah satu faktor penghambat perkembangan tersebut adalah kurangnya
dukungan dari segi penciptaan peraturan. Kurangnya peraturan pendukung
berdampak pada lambannya sosialisasi serta rendahnya pemanfaatan outsourcirng
pada perusahaan.

Mengingat bisnis  outsourcing berkaitan erat dengan prakiik
ketenagakerjaan, maka peraturan-peraturan vang berhubungan dengan
ketenagakerjaan menjadi faktor penting dalam memacu perkembangau
outsourcing di Indonesia. Legalisasi penggunaan jasa outsourcing baru terjasii
tahun 2003, yakni dengan keluarnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Undang-undang ini telah mengatur bidang-bidang yang memungkinkan
untuk di-outsorce, yaitu bagian-bagian yang tidak berkaitan dengan bisnis inti.
Melalui peraturan tersebut, pada tahun 2003 telah mulai tumbuh kesadaran
perusahaan-perusahaan besar untuk menggantikan tenaga kerja yang tidak
berhubungan langsung dengan bisnis inti. Melalui peraturan tersebut, pada tahun

2003 telah mulai tumbuh kesadaran perusahaan—perusah;dan besar untuk
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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menggantikan tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti
perusahaan, seperti satpam, akunting dan lain-lain.

Namun demikian, kendati telah diketahui bahwa pemanfaatan outsourcing
secara ckonomi memberi banyak keuntungan, ternvata sampai sekaranig
pemanfaatannya di bidang ketenagakerjaan sekaligus menjadi kendala adalah
kesulitan dalam pengalihan tenaga kerja yang bekerja pada bagian yang akan di-

OuUrsource.

C. Pengaturan Outsourcing Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dape:
disebut sebagai suatu kodifikasi dari berbagai ketentuan ketenagakeriaan vang
sebelumnya terpisah-pisah. Sebelum Undang-Undang ini berlaku, ada sekitar i5
ordonansi dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku untuk mengatur persoalai:
ketenagakeriaan. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ini.
maka ke-15 ordonansi/peraturan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku.

Meskipun di dalamnya tidak pernah ditemukan kata outsourcing sccasn
langsung, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 merupakan tonggak baru yang
mengatur dan melegalisasi masalah outsourcing. Istilah yang dipakai dalaim
undang-undang tersebut adalah perjanjian pemborongan pekerjaan
penyediaan jasa pekerja/buruh. Istilah tersebut diadopsi dari istilah yang dipak
dalam KUH Perdata, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Ketentuan yang mengatur outsourcing ditemukan dalam Pasal 64 sampai

deﬂ%ﬁ%ﬁﬁ%‘}%ﬁ% Mﬁgﬁﬁg No. 13 Tahun 2003. Dalam Pasal 64 disebutkan
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“perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan perusahaan
lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Oleh karena ketentuan pasal tersebut
lebih merupakan pilihan bebas, maka pemanfaatan outsourcing bukanlah sesuatu
yang wa_ljib melainkan terserah pada perhitungan-perhitungan untung rugi

pengusaha.

D. Perianjian Dalam Qutsourcing

Pada 17 Januari 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi (“MK”™) memutus
permohonan pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh
Ketua Umum Aliansi Petugas Pembaca Meteran Listrik (AP2ML) Didik Suprijadi
(Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011).

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan outsourcing adalah kebijakan
usaha yang wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Tetapi.
pekerja yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh
kehilangan hak-haknya yang dilindungi konstitusi. Agar para pekerja tidak
dieksploitasi, Mahkamah menawarkan dua model outsourcing.

1. Dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan
yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk perjanjian kerja
waktu tertentu (PKWT), tetapi berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu
(PKWTT).

2. Menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja yang

bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekeriaan outsourcing.
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Karena itu, melalui model pertama, hubungan kerja antara pekeria dan
perusahaan outsourcing dianggap konstitusional sepanjang dilakukan berdasarkan
PKWTT secara tertulis.

Sementara, model kedua. dalam hal hubungan kerja antara pekerja dan
perusahaan outsourcing berdasarkan PKWT, pekerja harus tetap mendapatkan
perlindungan hak-haknya dengan menerapkan prinsip pengalihan tindakan
perlindungan.

Meski demikian, berdasarkan Putusan MK Dianggap Makin Melegalkan
Outsourcing, kalangan pekerja dan pengusaha masih berbeda pandang melihat
tersebut.

Perjanjian dalam owtsurcing sama halnya dengan perjanjian lain yang
dibuat oleh masing-masing pekerja dan dalam hal ini adalah pihak pekerja dan
juga buruh. Dalam hal membuat suatu perjanjian vang berisi tentang hak dan
kewajiban dari masing-masing pihak, kapan diadakan suatu perjanjian dan juga
kapan berkahirnya suatu perjanjian kerja outsourcing. Meskipun, merupakan
pihak ketiga namun, perjanjian outsourcing sah menurut hukum. Peganjian dalam
outsourcing meliputi mekanisme penyelesaian jika terjadi wanprestasi atau ingkar
janji dalam sebuah perjanjian outsourcing.

Perjanjian dalam outsourcing merupakan suatu perjanjian kerja yang
dibauat oleh pihak ketiga yang mana dalam hal ini adalah PT. Sukses Anugrah
Sejahtera (SAS) Medan yang menyalurkan jasa berupa tenaga cleaning service
(CS). Security dan lain sebagainya kepada perusahaan yang membutuhkan,
dengan demikian pekerja tersebut karyawan PT SAS Medan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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